
Kontan Rabu, 25 Juni 2025 Kontan

PERBANKAN
Kontan Rabu, 25 Juni 2025

Transaksi ATM

KONTAN/Baihaki

Nasabah mengunakan mesin ATM untuk bertransaksi di Bank CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (24/6). Berdasarkan data Bank Indonesia, per April 2025 nilai 
transaksi melalui ATM naik 10% secara tahunan menjadi Rp 721 triliun. Adapun jumlah kartu yang beredar sebanyak 322 juta unit, naik 6,6% secara 
tahunan. 

Bank Dorong Penyaluran 
Kredit ke Sektor Prioritas
BI telah menggelontorkan insentif KLM Rp 372 triliun hingga minggu kedua Juni 2025

JAKARTA. Bank Indonesia 
(BI) terus mengguyur insentif 
kebijakan likuiditas makrop-
rudensial (KLM) demi menja-
ga pertumbuhan kredit per-
bankan. Kebijakan ini diha-
rapkan mendorong minat 
bank untuk menyalurkan kre-
dit ke sektor prioritas.

Perbankan mengaku men-
coba mendorong penyaluran 
kredit ke sektor prioritas. 
BPD Daerah Istimewa Yogya-
karta (DIY) menggenjot kredit 
ke sektor prioritas, khususnya 
usaha mikro, kecil, dan mene-
ngah (UMKM). 

Per Mei 2025, Direktur Pe-
masaran dan Usaha Syariah 
BPD DIY Raden Agus Trimur-
janto bilang, penyaluran kre-
dit ke sektor prioritas terus 
menguat. Sektor perdagangan 
mengambil porsi tertinggi, 
mencapai Rp 1,42 triliun.

Selanjutnya ada sektor per-

antara keuangan dengan kre-
dit Rp 889 miliar, sektor ako-
modasi dengan nilai penyalur-
an Rp 437 miliar, sektor jasa 
senilai Rp 362 miliar, dan kon-
struksi senilai Rp 362 miliar. 

"Ini relevan dengan posisi 
rasio pembiayaan inklusif 
makroprudensial (RPIM) kami 
yang mencapai 45,3%, di atas 
ketentuan yang dipersyaratkan 
Bank Indonesia minimal 30%,” 
terang Agus, kemarin. 

Total kredit BPD DIY hing-
ga Mei 2025 meningkat 6,1% 
mencapai Rp 10,2 triliun. Ber-
kat upaya ini, BI mendiskon 
giro wajib minimum BPD 
DIY sebesar 5% dari total 
DPK tercatat Rp 13,4 triliun 
per Mei 2025.

Agus merinci, kredit sek-
tor prioritas yang disalur-
kan lewat pembiayaan lang-
sung mencapai 34,45% kre-
dit tidak langsung 8,79%. 
Lalu, pembelian surat ber-
harga pembiayaan inklusif 
(SBPI) 0,7%. "Kami akan te-

rus mendorong pemberian 
kredit yang mendukung RPIM 
melalui kredit langsung kepa-
da UMKM," ujar Agus.

Realisasi melambat
Bank Central Asia (BCA) 

juga rajin menggelontorkan 
ke sektor prioritas. Dus, bank 
ini bisa menerima insentif 
KLM. "BCA mendapatkan in-
sentif KLM yang dibebaskan 
dari giro wajib minimum," 
ujar Hera F. Haryn, EVP Cor-
porate Communication and 

Social Responsibility BCA.
Hera enggan merinci detail 

penyaluran kredit BCA ke 
sektor prioritas. Per Mei 2025, 
kredit BCA meningkat 11,7% 
secara tahunan mencapai  
Rp 924,2 triliun.

Sekadar info, hingga ming-
gu kedua Juni 2025, BI telah 
menggelontorkan insentif 
KLM Rp 372 triliun untuk 
bank. Rinciannya, Rp 164 trili-
un dialirkan ke bank pelat 
merah, Rp 166,4 triliun ke 
bank umum swasta nasional 
(BUSN), Rp 36 triliun ke bank 

pembangunan daerah (BPD) 
dan Rp 5,6 triliun ke kantor 
cabang bank asing (KCBA). 

Meski begitu, hingga Mei 
2025, penyaluran kredit per-
bankan hanya naik 8,1% seca-
ra tahunan. Realisasi ini lebih 
lambat dari Januari 2025, yang 
mencapai 9,6%. 

Senior Vice President Lem-
baga Pengembangan Perbank-
an Indonesia (LPPI) Trioksa 
Siahaan menilai, insentif KLM 
memang belum cukup men-
dorong pertumbuhan kredit 
ke sektor prioritas. Alasannya, 

sektor ini punya risiko ting-
gi. Sektor prioritas ini dian-
taranya sektor pertanian, 
pengolahan, perdagangan, 
transportasi, pergudangan, 
pariwisata, ekonomi kreatif, 
real estate dan UMKM.

Di saat sama, perbankan 
harus mengelola risiko. "Ke-
bijakan ini bagus, tapi perlu 
perbaikan ekonomi untuk 
memperbaiki daya beli ma-
syarakat," ujar Trioksa.    

KREDIT BERMASALAH

Efek Covid Belum Usai, Kredit Macet di BPR Menanjak 
Hingga Capai 11,9% 
JAKARTA. Kualitas kredit 
usaha mikro, kecil dan mene-
ngah (UMKM) Bank Pereko-
nomian Rakyat (BPR) mem-
buruk. Padahal mayoritas pe-
n y a l u r a n  k r e d i t  B P R 
disalurkan ke sektor UMKM.

Berdasarkan data Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), rasio 
kredit macet alias non perfor-
ming loan (NPL) BPR pada 
Maret 2025 berada di 11,91%. 
Angka ini melonjak diban-
dingkan dengan periode yang 
sama tahun sebelumnya yang 
masih 10,70%. 

Sejak Maret 2024, NPL BPR 
memang terus menunjukkan 
tren kenaikan. Puncaknya di 
Desember 2024, NPL BPR 
mencapai 11,99%. Level ini me-

lebihi ambang batas 5% atau 
dua kali lipat dari threshold.

Dian Ediana Rae, Kepala 
Eksekutif Pengawas Perbank-
an OJK, menyebut, NPL BPR 
melebihi ambang batas 5% 
karena pelaku usaha kecil 
yang merupakan target BPR 
gagal bayar. "NPL industri 
BPR dipengaruhi salah satu-
nya dari scarring effect atau 
dampak negatif jangka pan-
jang pandemi, yang berdam-
pak ke nasabah perorangan 
atau UMKM di daerah yang 
jadi target BPR," kata Dian.

OJK menegaskan akan 
membantu pelaku industri 
dalam mengurangi NPL BPR 
yang terhitung tinggi. Ini se-
suai mandat Undang-undang 

No. 4 Tahun 2023 tentang Pe-
ngembangan dan Penguatan 
Sektor Keuangan (UU PPSK).

OJK juga meluncurkan se-
jumlah peraturan untuk mem-
perkuat tatakelola BPR di In-
donesia. Seperti meminta BPR 
membentuk CKPN untuk 
mengantisipasi kerugian yang 
mungkin terjadi akibat penu-
runan nilai aset keuangan. 

Ketua Umum Perhimpunan 
Bank Perkreditan Rakyat 
(Perbarindo) Tedy Alamysah 
menyebut, melonjaknya NPL 
BPR adalah dampak dari ber-
akhirnya masa relaksasi re-
strukturisasi kredit Covid-19. 

"Kami berharap kondisi ini 
tidak berlangsung lama, kare-
na kami melihat BPR-BPRS 

terus berupaya memperbaiki 
kinerja, baik dari kuantitas 
maupun dari kualitas. Di akhir 
tahun nanti kami harapkan 
tingkat rasio NPL dapat terja-
ga di bawah 8%," ujar Tedy.

Direktur Utama BPR Hasa-
mitra I Nyoman Supartha bi-
lang, perkembangan rasio 
NPL BPR Hasamitra masih 
bisa dikendalikan. Rasio NPL 
bruto per 31 Desember 2024 
ada di 2,2%. 

Rasio NPL bruto pada Mei 
2025 sebesar 2,11%, di bawah 
target 2,31%. "Hingga akhir 
tahun, rasio NPL bruto dipro-
yeksikan sebesar 1,11% dan 
rasio NPL neto di 0,21%. Un-
tuk mengantisipasi dan menu-
runkan rasio NPL di BPR Ha-

samitra agar target Desember 
2025 tercapai, dibutuhkan 
pendekatan strategis dari ber-
bagai aspek, baik preventif 
maupun kuratif," kata pria 
yang akrab disapa Mansu ini.

Selain itu, dalam menjaga 
kualitas kredit, Mansu meng-
aku, pihaknya menerapkan, 
beberapa strategi, seperti eva-
luasi dan segmentasi kredit 
yang ada berdasarkan sektor 
usaha, kolektibilitas dan nilai 
pinjaman. Pihaknya juga 
membentuk tim satuan kerja 
kredit bermasalah (SKKB) di 
setiap kantor cabang dan ada 
staff remedial kredit yang di-
pimpin pimpinan cabang. 

Realisasi Kebijakan Insentif Likuiditas 
Makroprudensial (KLM)

Penerima insentif Jumlah 
bank

Proyeksi di 
awal 2025

Minggu kedua 
Juni 2025

Bank BUMN 5 Rp 126 triliun Rp 164 triliun
Bank umum swasta nasional 73 Rp 129 triliun Rp 166,4 triliun
Bank Pembangunan Daerah (BPD) 39 Rp 30 triliun Rp 36 triliun
Kantor cabang bank asing 7 Rp 5 triliun Rp 5,6 triliun
Total 124 Rp 290 triliun Rp 372 triliun
Sumber: Bank Indonesia


